WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 386 TAHUN 2021
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa pembentukan panitia seleksi dan sekretariat panitia
seleksi mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin telah ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 386
Tahun 2021;

b. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap susunan
keanggotaan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin maka perlu menetapkan
Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor
386 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat
Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan
Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 386 Tahun 2021
Tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat
Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 43);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beriita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetiif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/79/M.SM.02.03/2018 tanggal 14 Agustus
2018 hal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya
(Eselon l.a dan I.b) dan JPT Pratama (Eselon Il.a dan I1.b);

MEMUTUSKAN :

Merubah Lampiran dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 386 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi
dan Sekretariat Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini



KEDUA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2621

WALI KOTA BANJARMASIN,

_,.ﬁ.__

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 668 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 386 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI MUTASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI MUTASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DARI PEJABAT PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN/
INSTANSI LAIN/AKADEMISI PAKAR/PROFESIONAL

BESARAN
NO. NAMA J AB“;‘;TI\‘;{T?:LAM HONORARIUM
PER JAM
1 2 3 4
1. |Prof. Dr. H. AKH.FAUZI ASERI, MA | KefU@ merangkap | gy, 750 009,00
ggota
2. | IKHSAN BUDIMAN, SH, MM Anggota Rp. 750.000,00
3. | SULKAN, SH, MM Anggota Rp. 750.000,00
4. | Drs. H. M. THAMRIN, M.Si Anggota Rp. 750.000,00
5. | SETIA BUDHI, Ph.D Anggota Rp. 750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

\,f,__

IBNU SINA




